
NOMOR:30 

-BERITADAERAH 

PROVINSIJAWA TENGAH 

TAHUN: 2007 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 
NOMOR 30 TAHON 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNURJAWA 
TENGAH NOMOR 31 TAHON 2005 TENTANG TATA 

CARAPENGUSULANKEANGGOTAANDEWAN 
PENGUPABANPROVINSIJAWATENGAH 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubemur Jawa Tengah 
Nomor 31 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Pengusulan.KeanggotaanDewanPengupahan 
Provinsi Jawa Tengahsudah tidaksesuai dengan 
keadaao, olehkarena itu perlu ditinjaukembali; 

b. bahwa berdasarlcan pertimbangan sebagaimana 
tersebut pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Gubemurtentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 31 
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Mengingat 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengusulan 
Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi 
Jawa Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 

2:". Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
U ndang Nomor 8. Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

4. KeputusanPresidenNomor 107 Tahun2004 
tentang Dewan Pengupahan; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan 

. Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan 
Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan 
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas 

TenagaKerjaDan Transmigrasi, Dinas Bina 
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata 
Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber DayaAir, 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas 
Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, 
Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas 
Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas 
Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas 
Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan 
Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan 
Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 
26) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan 
Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan 
Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan 
Koperasi Dan U saha Kecil Menengah, 
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 
Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan 
Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber 
Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 
Dinas Petemakan, Dinas Perikanan Dan 
Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas 
Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan 
Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pertambangan Dan Energi, Dinas 
Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas 
DanAngkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah 



Menetapkan 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2006 Nomor 3, Seri D Nomor 3); 

6. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 31 
Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengusulan 
Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi 
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2005 Nomor 31 ); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN 
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 31 
TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA 
PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN 
PENGUPAHANPROVINSIJAWA TENGAH. 

Pasal 7 
(1) Calon anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dari 

unsur SerikatPekerja/SerikatBuruh sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah atas usul dari Serikat Pekerja/ 
Serikat Buruh yang berhak duduk di Dewan Pengupahan Provinsi 
Jawa Tengah. 

(2) Penentuan SerikatPekerja/Serikat Buruh yang duduk di Dewan 
PengupahanProvinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasalll 
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orangmengetahui, memerintahkan pengundanganPeraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya padaBeritaDaerahProvinsi Jawa 
Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 12 April 2007 

GUBERNURJAWA TENGAH, 
ttd 

MARDIYANTO 

Pasal 1 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 
31 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan 
PengupabanProvinsi Jawa Tengah (BeritaDaerahProvinsi Jawa Tengah 
Tahun 2005 Nomor 31) diubah sebagai berikut: 
1. KetentuanPasal 3 diubab, sehingga keseluruhanPasal 3 berbunyi 

sebagai berikut 

Pasal3 
Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah terdiri 
dari unsur Pemerintah Daerah, Organisasi Pengusaha (APINDO), 
Serikat Pekerja/SerikatBuruh (SP/SB) danPerguruan Tinggi dan/ 
atauPakar. 

2. Ketentnan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehinggakeseluruhanPasal 7 
berbunyi sebagai berikut: 
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Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 13 April 2007 
SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

JAWA TENGAH, 
ttd 

MARDJIJONO 
BERITADAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHON 2007 NOMOR 30 
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